
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Laporan Posisi Keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi Pegawai 

Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi terdapat perbedaan 

penamaan laporan dengan ketentuan PSAK 101 yaitu pada KPN Syariah 

Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi berupa Neraca dan pada PSAK 101 

berupa Laporan Posisi Keuangan. Pada Laporan Laba/Rugi juga terdapat 

pemberian nama laporan yang berbeda, yaitu pada KPN Syariah Dinas 

Pendidikan Kota Bukittinggi berupa Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

dan pada PSAK 101 berupa Laporan Laba/Rugi dan Komprehensif Lain. 

Pada Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh KPN Syariah Dinas 

Pendidikan Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Pada 

Laporan Arus Kas yang disajikan oleh KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota 

Bukittinggi sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101, namun kurangnya 

disini adalah laporan arus kas tersebut tidak dibuat oleh KPN Syariah Dinas 

Pendidikan Kota Bukittinggi. Kemudian KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota 

Bukittinggi tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat 

dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. 

Secara keseluruhan staf bidang akuntansi memahami penyajian laporan 

keuangan konvensional karena sebelumnya KPN Syariah Dinas Pendidikan 

Kota Bukittinggi berbasis konvensional yang kemudian berubah menjadi 

basis syariah, sehingga dengan perubahan ini staf bidang akuntansi belum 

memahami PSAK 101. Terutama dengan adanya ketentuan untuk menyajikan 

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Kebajikan berdasarkan PSAK 101. 

 

 



 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian adalah penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai 

Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, format untuk penyajian 

laporan keuangan koperasi syariah ini, tidak bisa digeneralisasi ke Lembaga 

Keuangan Non Bank Syariah lainnya karena terdapat unsur-unsur dari 

laporan keuangan yang berbeda. 

5.3 Saran 

Saran dari peneliti untuk Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas 

Pendidikan Kota Bukittinggi ini adalah karena sudah diterapkannya aktivitas 

dan transaksi secara prinsip syariah maka dengan adanya hasil penelitian ini 

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi 

diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian, untuk 

lebih meningkatkan pemahaman mengenai standar akuntansi syariah, staf 

akuntansi bisa mencari sendiri mengenai informasi pelatihan akuntansi 

syariah.  

 


